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ABSTRACT  
This study aims to determine the procedure for collecting advertising tax at 
BAPENDA Kampar Regency with a focus on the stages of registration, 
verification, tax determination, to supervision of the implementation of payments 
and installation of advertisements. Due to the decline in the realization of the 
Advertising Tax budget, it is necessary to identify the obstacles that cause it. 
Advertising tax is one of the important sources of regional income, and the 
collection procedure must be carried out with transparency, accountability, and 
efficiency to support regional development. The method used in this study is the 
Qualitative Method with a case study at BAPENDA Kampar Regency. Data 
collection was carried out through interviews with related parties, direct 
observation of the procedures taking place at BAPENDA Kampar Regency, and 
documentation studies in the form of regulations and reports related to 
advertising tax collection. The results of the study indicate that although the 
procedure for collecting advertising tax has been clearly regulated in regional 
regulations, there are several obstacles in its implementation, such as the 
discrepancy between recorded advertising data and that installed in the field, and 
the low awareness of taxpayers to make payments on time. 
Keywords: Advertising Tax, Collection Procedures, Regional Income, Supervision. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame di 
BAPENDA Kabupaten Kampar dengan fokus pada tahapan pendaftaran, 
verifikasi, penetapan pajak, hingga pengawasan pelaksanaan pembayaran dan 
pemasangan reklame. Karena adanya penurunan realisasi anggaran Pajak 
Reklame, sehingga perlu diidentifikasi kendala-kendala penyebabnya. Pajak 
reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, dan 
prosedur pemungutannya harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, 
dan efisiensi untuk mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan studi kasus di BAPENDA 
Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 
pihak terkait, observasi langsung terhadap prosedur yang berlangsung di 
BAPENDA Kabupaten Kampar , serta studi dokumentasi berupa peraturan dan 
laporan terkait pemungutan pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun prosedur pemungutan pajak reklame telah diatur secara jelas dalam 
peraturan daerah, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti 
ketidaksesuaian antara data reklame yang tercatat dengan yang terpasang di 
lapangan, serta rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran 
tepat waktu. 
Kata Kunci: Pajak Reklame, Prosedur Pemungutan, Pendapatan Daerah, Pengawasan. 
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1. PENDAHULUAN 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan 

untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini 

sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan 

utama negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena 

itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan kerja sama dari seluruh pihak 

khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan 

pembangunan daerah.(Sinaga, 2018) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, serta bertujuan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 

2013:51). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah 

menjelaskan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut 

berbagai jenis pajak daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

terdapat tujuh jenis pajak provinsi dan sembilan jenis pajak kabupaten/kota. 

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota 

adalah pajak reklame. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 

Tahun 2011, pajak reklame didefinisikan sebagai “benda, alat perbuatan atau 

media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komerisal 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasam orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”. 

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 

14 tahun 2011 tentang pajak reklame, “Setiap Penyelenggara Reklame dalam 
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Wilayah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Pemilik/Penyelenggara 

atauKuasanya, wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”. 

Reklame yang tidak memiliki izin harus ditertibkan dan harus dibongkar. Banyak 

permasalahan-permasalahan dalama pemungutan pajak reklame diantaranya 

wajib pajak yang tidak terdaftar, reklame yang sudah habis masa pajaknya, dan 

hal lainnya yang bersifat teknis untuk pemungutan pajak reklame. Hal ini 

dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya.(Yulanda et al., 2023) 

Berdasarkan data yang penulis peroleh darikantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar bahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun 

2019-2023 sebagai berikut: 

Tabel 1 
Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar Tahun 
2020 – 2023 

 
 
Tahun 

Anggaran 
Penerimaan Pajak 
Reklame (Rp) 

Realisasi 
Penerimaan 
Pajak Reklame 
(Rp) 

Pencapaian Realisasi 
dari Anggaran Pajak 
Reklame 
(%) 

2020 720.000.000,00 725.661.940,00 100,79 

2021 735.661.940,00 794.241.798,00 107,96 

2022 953.090.000,00 928.408.797,00 97,41 

2023 1.150.000.000,00 805.846.853,00 70,07 

Sumber: target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Kampar 

Dari tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi 

dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame dari tahun 2020 hingga 

2023. Meskipun beberapa tahun menunjukkan pencapaian melebihi target, 

tahun-tahun tertentu mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya, pada 
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tahun 2023, realisasi penerimaan pajak reklame hanya mencapai 70,07% dari 

target. 

Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar masih terdapat banyak 

permasalahan. Di antaranya terdapat reklame habis masa tayang, 

menunggak,dipasang tanpa izin, baik itu reklame tiang hotel, grosir, dan 

semacamnya. Dalam membayar pajak reklame, wajib pajak reklame setidaknya 

harus mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan dan 

perhitungan pajak reklame agar pembayaran pajak reklame sesuai dengan 

perundang-undangan atau peraturanyang berlaku. Untuk meningkatkan 

penerimaan pajak reklame dan memaksimalkan manfaatnya, wajib pajak harus 

memahami sistem dan prosedurpemungutan pajak. Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar perlu melakukan upaya perbaikan, seperti peningkatan 

sosialisasi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum untuk mencapai target 

dan realisasi penerimaan yang optimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai prosedur dalam pemungutan pajak reklame di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Serta karena adanya penurunan 

realisasi anggaran Pajak Reklame, sehingga perlu diidentifikasi kendala-kendala 

penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi 

prosedur yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam 

rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame. 

 

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN    
HIPOTESIS 

Pajak 

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo,2019). Menurut N.J. Feldmann pajak adalah 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, 

dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran (Siti 

Resmi,2014). 

 

Fungsi Pajak  
Fungsi pajak terbagi 4 yaitu (Mardiasmo,2019): 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber 

dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain 

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efekti dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusian Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara 

akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk 

juga untuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka 

kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat 

 

Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
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dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

Pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang 

berwewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan 

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pemeritahan dan Pembangunan di daerah. 

Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk 

melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi 

dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Marihot P. Siahaan,2005). 

Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Pajak Reklame 
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan 

reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap 

barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan 

dan/atau dinikmaati oleh umum. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada 

pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan 

dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. 

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan 
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corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap 

barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 

dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. 

2. Penyelenggara reklame adalah orang atau benda yang menyelenggarakan 
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama 

pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di 

bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame 

yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame. 

5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk 

apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan 

izin terbatas. 

7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame (SPPR) adalah surat yang 

digunakan oleh wajb pajak untuk mengajukan permohonan 

penyelenggaraan reklame dan mendaftarakan identitas pemilik data 

reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang. 

8. Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) adalah nota perhitungan besarnya 
pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai 

ketetapan pajak. 

Objek paljalk reklalme 

Objek paljalk reklalme mencalkup berbalgali jenis medial yalng digunalkaln 

untuk tujualn iklaln daln promosi. Dialntalralnyal: 

1. Billboalrd Struktur besalr yalng bialsalnyal dipalsalng di lokalsi 

straltegis, seperti tepi jallaln, untuk menalmpilkaln iklaln. 

2. Balliho yalitu Medial iklaln yalng berbentuk palpaln daltalr, sering 
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digunalkaln untuk promosi produk, lalyalnaln, altalu alcalral. 

3. Spalnduk yalitu Balnner altalu kalin yalng bialsalnyal digalntung di tempalt-

tempalt umum untuk menyalmpalikaln pesaln altalu promosi. 

4. Palpaln nalmal yalitu Palpaln yalng mencalntumkaln nalmal sualtu 

perusalhalaln altalu usalhal, sering kalli dilengkalpi dengaln informalsi 

lalyalnaln yalng ditalwalrkaln. 

5. Medial digitall yalitu Termalsuk lalyalr LED altalu LCD yalng digunalkaln 

untuk menalmpilkaln iklaln secalral digitall. 

6. Reklalme sementalral yalitu Medial iklaln yalng dipalsalng untuk periode 

tertentu, seperti iklaln alcalral altalu festivall. 

7. Reklalme Selebalraln yalitu reklalme yalng berbentuk lembalraln lepals, 
diselenggalralkaln dengaln calral disebalrkaln, diberikaln altalu dalpalt 

dimintal dengaln ketentualn tidalk untuk ditempelkaln, diletalkkaln, dipalsalng 

altalu digalntungkaln paldal sualtu bendal lalin. 

8. Reklalme Berjallaln yalitu reklalme yalng ditempaltkaln paldal kendalralaln 

yalng diselenggalralkaln dengaln menggunalkaln kendalralaln altalu dengaln 

calral dibalwal oleh oralng. 

9. Reklalme Udalral  yalitu reklalme yalng diselenggalralkaln dengaln 

menggunalkaln gals, lalser, pesalwalt altalu allalt lalin yalng sejenis. 

10. Reklalme Sualral yalitu reklalme yalng diselenggalralkaln dengaln 

menggunalkaln kaltal-kaltal yalng diucalpkaln altalu dengaln sualral yalng 

ditimbulkaln dalri altalu oleh peralntalral allalt.(Nurmalyalsalri & 

HALNDALYALNI, 2010) diudalra 

 

3. METODE PENELITIAN  

Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak, Kontribusi, Efektifitas dan Badan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. 

Lokasi Penelitian 
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Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah 

yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yang 

beralamat Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 83 Bangkinang, Kabupaten Kampar, 

Riau. 

Metode Pengumpulan Data 
Data yang ada dalam penelitian ini adalah dari data Primer, Penelitian ini 

dilakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan Teknik wawancara 

kepada kepala sub bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Kampar. Data Sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalu media lain 

yang bersumber dari buku, serta dokumen (Sugiyono,2012:139). Dari beberapa 

data sekunder tersebut akan dijadikan sebagai sumber data yang akan 

menunjang dalam penelitian yang dilakukan. 

 
Analisis Data 

Analisi data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, 

yaitu dengan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif Menurut 

Suharsimi Arikunto (2013:3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi metode penelitian 

deskriptif dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang 

prosedur pemungutan pajak reklame pada Kabupaten Kampar. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prosedur Pemunguta ln Pa ljalk Reklalme paldal BALPENDAL Kalbupalten 
Kalmpalr 

Paljalk reklalme dilihalt dalri segi lembalgal pemungutalnnyal termalsuk 

sebalgali paljalk daleralh, hall ini sebalgalimalnal disebutkaln dallalm Undalng- 

Undalng Nomor 1 Talhun 2022 Tentalng Hubungaln Keualngaln ALntalral 

Pemerintalh Pusalt daln Pemerintalh Daleralh, sedalngkaln menurut Peralturaln 
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Deralh Kalbupalten Kalmpalr dialtur didallalm Peralturaln Daleralh Kalbupalten 

Kalmpalr Nomor 14 Talhun 2011 Tentalng Paljalk Reklalme. 

Paldal Peralturaln Daleralh Kalbupalten Kalmpalr Palsall 32 No. 9 Talhun 2023 

disebutkaln: 

1. Dalsalr Pengenalaln Paljalk Rekialme aldallalh nilali sewal Rekialme. 

2. Dallalm hall Reklalme diselenggalralkaln oleh pihalk ketigal, nilali sewal 

Reklalme sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) ditetalpkaln 

berdalsalrkaln nilali kontralk Reklalme. 

3. Dallalm hall Reklalme diselenggalralkaln sendiri, nilali sewal Reklalme 

sebalgalimalnal dimalksud  paldal alyalt (1) dihitung dengaln 

memperhaltikaln falktor jenis, balhaln yalng digunalkaln, Lokalsi 

penempaltaln, walktu penalyalngaln, jalngkal walktu penyelenggalralaln, 

jumlalh, daln ukuraln medial Reklalme. 

4. Dallalm hall nilali sewal Reklalme sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (2) 

tidalk diketalhui daln/altalu dialnggalp tidalk waljalr, nilali sewal Reklalme 

ditetalpkaln dengaln menggunalkaln falktor- falktor sebalgalimalnal 

dimalksud paldal  alyalt (3). Perhitungaln Nilali Sewal Reklalme 

sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (3) ditetalpkaln dengaln Peralturaln 

Bupalti 

Paldal Peralturaln Daleralh Kalbupalten Kalmpalr Palsall 34 No.9 Talhun 2023 

disebutkaln balhwal: 

1. Besalraln pokok Paljalk Reklalme yalng terutalng dihitung dengaln calral 

mengallikaln dalsalr pengenalaln Paljalk Reklalme sebalgalimalnal dimalksud 

dallalm Palsall 32 alyalt (1) dengaln talrif Paljalk Reklalme sebalgalimalnal 

dimalksud dallalm palsall 33. 

2. Salalt terutalng Paljalk Reklalme ditetalpkaln paldal salalt terjaldinyal 

penyelenggalralaln rekialme. 

3. Wilalyalh pemungutaln Paljalk Reklalme yalng terutalng merupalkaln wilalyalh 

daleralh penyelenggalralaln reklalme. 

4. Khusus untuk Reklalme berjallaln, wilalyalh pemungutaln Paljalk Reklalme 

yalng terutalng aldallalh wilalyalh Daleralh tempalt usalhal penyelenggalral 

reklalme terdalftalr. 
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5. Malsal Paljalk Rekialme permalnen aldallalh jalngkal walktu paljalk yalng 

lalmalnyal 1 (saltu) talhun kallender daln Malsal Paljalk Rekialme insidentil 

aldallalh jalngkal walktu paljalk yalng lalmalnyal salmal dengaln jalngkal 

walktu penyelenggalralaln reklalme. 
 

Dallalm walwalncalral yalng dilalkukaln oleh Walhyu hidalyalt dengaln 

balpalk Muhalmmald Ralfi paldal talnggall 12 September 2024 disebutkaln altals 

dalsalr Peralturaln Daleralh Kalbupalten Kalmpalr No.9 Talhun 2023 Prosedur 

Pemungutaln Paljalk Reklalme yalitu: 

Pemungutaln Paljalk dilalksalnalkaln sesuali dengaln ketentualn peralturaln 

perundalng-undalngaln. Ketentualn umum daln taltal calral pemungutaln Paljalk 

sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) meliputi pengalturaln mengenali: 

1. Pendalftalraln Reklalme 

Pemohon halrus mendalftalrkaln reklalme yalng alkaln dipalsalng kepaldal 

BALPENDAL. Ini bialsalnyal melibaltkaln pengisialn formulir 

daln penyertalaln dokumen pendukung, sepert rencalnal galmbalr reklalme. 

2. Verifikalsi daln Evallualsi 
Setelalh pendalftalraln, BALPENDAL melalkukaln verifikalsi 

untuk memalstikaln balhwal reklalme tersebut memenuhi syalralt daln ketentualn 

yalng berlalku. Ini termalsuk evallualsi lokalsi, ukuraln, daln jenis reklalme. 

3. Penghitungaln Paljalk 
Jikal reklalme disetujui, BALPENDAL alkaln menghitung jumlalh paljalk yalng 

halrus dibalyalrkaln berdalsalrkaln kriterial yalng telalh ditetalpkaln, seperti jenis 

daln ukuraln reklalme. 

4. Penerbitaln SKPD (Suralt Ketetalpaln Paljalk Daleralh)  

Setelalh paljalk dihitung, BALPENDAL alkaln menerbitkaln SKPD sebalgali dalsalr 

untuk pembalyalraln paljalk. 

5. Pembalyalraln Paljalk 

Pemohon halrus melalkukaln pembalyalraln paljalk sesuali dengaln SKPD yalng 

diterimal. Pembalyalraln dalpalt dilalkukaln melallui balnk altalu calral lalin yalng 

ditentukaln. 

6. Pemalsalngaln Reklalme 
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Pendaftaran 
Reklame: 
-formulir 
-dokumen 
pendukung 

 
Verifikasi dan 
Evaluasi: 
-hasil verifikasi 
-penetapan lokasi 

 

Penghitungan Pajak 

 

Pemasangan 
Reklame 

 

Pembayaran Pajak 
 

Penerbitan SKPD 
(surat ketetapan 

pajak Daerah) 

Setelalh pembalyalraln dilalkukaln, pemohon diperbolehkaln untuk 

memalsalng reklalme sesuali dengaln ketentualn yalng berlalku. 

7. Pengalwalsaln daln Penegalkaln Hukum 
 

BALPENDAL melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp reklalme yalng telalh 

dipalsalng untuk memalstikaln kepaltuhaln terhaldalp peralturaln. Jikal 

ditemukaln pelalnggalraln, tindalkaln penegalkaln hukum dalpalt dialmbil. 

 

GALMBALR 2 
Prosedur Pemunguta ln Paljalk Reklalme di BALPENDAL Kalbupalten Kalmpalr 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber:badan pendapatan daerah kabupatem Kampar 2024 

 

 

Pengawasan dan 
penegakan 

Hukum 
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Pemungutaln Paljalk paldal PERDAL Kalbupalten Kalmpalr Palsall 89 No.9 Talhun 

2023 disebutkaln: 

1. Waljib Paljalk untuk jenis Paljalk yalng dipungut berdalsalrkaln penetalpaln 
Bupalti sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 4 alyalt (1) daln Waljib Paljalk 

untuk jenis Paljalk yalng dipungut berdalsalrkaln penghitungaln sendiri 

sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 4 alyalt (2) waljib mendalftalrkaln 

diri daln/altalu objek Paljalknyal kepaldal Bupalti altalu Pejalbalt yalng 

ditunjuk. 

2. Bupalti altalu Pejalbalt yalng ditunjuk melalkukaln pendaltalaln Waljib Paljalk 
daln/altalu objek Paljalk untuk memperoleh, melengkalpi, daln 

menaltalusalhalkaln daltal objek Paljalk daln/altalu Waljib 

Paljalk, termalsuk informalsi geogralfis objek Paljalk untuk keperlualn 

aldministralsi perpaljalkaln daleralh. 

3. Dokumen yalng digunalkaln sebalgali dalsalr pemungutaln jenis Paljalk yalng 
dipungut berdalsalrkaln penetalpaln Bupalti sebalgalimalnal dimalksud 

paldal alyalt (1) meliputi SKPD daln SPPT. 

4. Dokumen yalng digunalkaln sebalgali dalsalr pemungutaln jenis Paljalk yalng 

dipungut berdalsalrkaln penghitungaln sendiri sebalgalimalnal dimalksud 

paldal alyalt (1) meliputi SPTPD. Khusus untuk BPHTB, SSPD 

dipersalmalkalri sebalgali SPTPD. 

5. Bupalti altalu Pejalbalt yalng ditunjuk dalpalt menerbitkaln STPD untuk jenis 

Paljalk yalng dipungut berdalsalrkaln penetalpaln Bupalti sebalgalimalnal 

dimalksud dallalm Palsall 4 alyalt (1) daln untuk jenis Paljalk yalng dipungut 

berdalsalrkaln penghitungaln sendiri sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Palsall 4 alyalt (2). 

6. Utalng Paljalk sebalgalimalnal tercalntum dallalm SPPT, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Suralt Keputusaln Pembetulaln, Suralt 

Keputusaln Keberaltaln, daln Putusaln Balnding merupalkaln dalsalr 

Penalgihaln Paljalk. 
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Kendallal dallalm Proses Pemunguta ln da ln Pembalyalraln Paljalk Reklalme 
paldal BALPENDAL Kalbupalten Kalmpalr. 
Dalri halsil walwalncalral yalng dilalkukaln oleh Walhyu hidalyalt paldal talnggall 12 

September 2024 disebutkaln aldal beberalpal kendallal yalng terjaldi dallalm 

pemungutaln daln pembalyalraln paljalk Reklalme paldal Balpendal Kalbupalten 

Kalmpalr, yalitu: 

1. Kuralngnyal Sosiallisalsi daln Pemalhalmaln yalitu Balnyalk waljib paljalk, 
terutalmal pemilik usalhal kecil, yalng tidalk sepenuhnyal memalhalmi peralturaln 

tentalng paljalk reklalme. Kuralngnyal informalsi daln sosiallisalsi dalri BALPEMDAL 

mengenali kewaljibaln daln proses pembalyalraln dalpalt mengalkibaltkaln 

ketidalkpaltuhaln. 

2. Daltal Objek Paljalk yalng Tidalk ALkuralt yalitu Pengumpulaln daltal terkalit reklalme 
sering kalli tidalk lengkalp altalu tidalk alkuralt.  Hall  ini  menyulitkaln  

BALPENDAL dallalm menentukaln objek paljalk, ukuraln reklalme, daln lokalsi 

yalng tepalt, sehinggal berdalmpalk paldal penetalpaln paljalk yalng aldil. 

3. Minimnyal Sumber Dalyal Malnusial yalitu Keterbaltalsaln jumlalh pegalwali 
di BALPENDAL yalng menalngalni pemungutaln paljalk reklalme dalpalt 

menghalmbalt proses penalgihaln daln pengalwalsaln. Sumber dalyal yalng 

tidalk memaldali mengalkibaltkaln tugals menjaldi kuralng efisien. 

4. Sistem Informalsi yalng Kuralng Memaldali yalitu Jikal BALPENDAL tidalk 
memiliki sistem informalsi yalng balik untuk memalntalu daln mencaltalt paljalk 

reklalme, proses pengumpulaln daltal daln pembalyalraln dalpalt menjaldi lalmbalt daln 

ralwaln kesallalhaln. Sistem yalng terintegralsi dalpalt membalntu mempermudalh 

pengelolalaln paljalk. 

5. Tindalk Lalnjut Penegalkaln Hukum yalitu Penegalkaln hukum terhaldalp 

pelalnggalraln, seperti reklalme yalng tidalk terdalftalr, sering kalli tidalk malksimall. 

Talnpal aldalnyal salnksi yalng tegals, waljib paljalk mungkin meralsal tidalk aldal 

konsekuensi untuk tidalk memenuhi kewaljibaln paljalk. 

6. Kendallal Teknologi yalitu Jikal metode pembalyalraln yalng disedialkaln tidalk 

memaldali altalu sulit dialkses, waljib paljalk mungkin enggaln melalkukaln 

pembalyalraln. Penggunalaln teknologi yalng lebih balik dalpalt membalntu 

meningkaltkaln kemudalhaln dallalm pembalyalraln paljalk. 
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7. Dalmpalk Ekonomi daln Sosiall yalitu Situalsi ekonomi, seperti krisis altalu 

palndemi, dalpalt mempengalruhi kemalmpualn waljib paljalk untuk membalyalr 

paljalk reklalme. Ketidalkpalstialn ekonomi sering kalli membualt merekal lebih 

memilih untuk menguralngi pengelualraln, termalsuk kewaljibaln paljalk. 

 

5. SIMPULAN  
Berdalsalrkaln halsil penelitialn mengenali prosedur pemungutaln paljalk 

reklalme paldal Baldaln Pendalpaltaln Daleralh (BALPENDAL) Kalbupalten 

Kalmpalr, dalpalt disimpulkaln balhwal paljalk reklalme merupalkaln sallalh saltu sumber 

pendalpaltaln daleralh yalng salngalt penting dallalm mendukung pembalngunaln 

daleralh. Meskipun telalh aldal prosedur yalng ditetalpkaln dallalm Peralturaln 

Daleralh (PERDAL), dallalm pelalksalnalalnnyal, pemungutaln paljalk reklalme di 

Kalbupalten Kalmpalr menghaldalpi berbalgali talntalngaln yalng mempengalruhi 

pencalpalialn talrget penerimalaln paljalk reklalme. 

Prosedur yalng berlalku mencalkup beberalpal talhalpaln, mulali dalri 

pendalftalraln reklalme, penetalpaln besalraln paljalk, hinggal pemungutaln daln 

pelalporaln paljalk. Nalmun, beberalpal kendallal malsih menjaldi halmbaltaln 

utalmal dallalm pencalpalialn talrget penerimalaln paljalk reklalme yalng optimall. 

Kendallal- kendallal tersebut alntalral lalin aldallalh pengalwalsaln yalng 

terbaltals terhaldalp pemalsalngaln reklalme yalng tidalk terdalftalr altalu tidalk 

membalyalr paljalk, kuralngnyal daltal yalng alkuralt mengenali jumlalh reklalme 

yalng terpalsalng, sertal terbaltalsnyal sistem informalsi yalng dalpalt 

mempermudalh proses aldministralsi daln pelalporaln. Selalin itu, pemalhalmaln 

waljib paljalk mengenali kewaljibaln paljalk reklalme jugal malsih perlu ditingkaltkaln, 

mengingalt beberalpal pengusalhal reklalme malsih belum sepenuhnyal 

memalhalmi daln memaltuhi ketentualn yalng aldal. 

Penerimalaln paljalk reklalme paldal talhun 2023 halnyal mencalpali 

70,07% dalri talrget yalng ditetalpkaln, menunjukkaln aldalnyal penurunaln signifikaln 

dibalndingkaln dengaln talhun sebelumnyal. Hall ini menunjukkaln balhwal meskipun 

sudalh aldal upalyal dalri BALPENDAL untuk meningkaltkaln pemungutaln 

paljalk reklalme, malsih balnyalk hall yalng perlu diperbaliki, balik dalri segi 

prosedur malupun dalri sisi teknis pelalksalnalalnnyal. Meskipun demikialn, 
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BALPENDAL Kalbupalten Kalmpalr telalh mengupalyalkaln berbalgali solusi 

untuk mengaltalsi permalsallalhaln tersebut, seperti melallui digitallisalsi sistem 

aldministralsi paljalk, peningkaltaln pengalwalsaln daln penegalkaln hukum, sertal 

penyesualialn kebijalkaln talrif paljalk reklalme. Secalral keseluruhaln, meskipun 

prosedur yalng aldal telalh berjallaln, malsih balnyalk alspek yalng perlu 

diperbaliki untuk meningkaltkaln efisiensi, alkuralsi, daln kepaltuhaln waljib paljalk 

gunal mencalpali penerimalaln paljalk yalng lebih optimall daln mendukung 

pembalngunaln daleralh. 
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